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SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-1526PKP/WPJ.09/KP.17/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksandan

Administrasi Nomor Pokok Waijib Pajak, Sertifikat Elektronlk dan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama . PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
2. NPWP 1 01.792.434.1-441.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 3 September’2008 dengan hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundafg-perundangan di bidang
perpajakan.

Bandung, 20 Agustus 2021
a.ns/Kepala Kantor
;——w-\t(epala Seksi Pelayanan,
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SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-1778KT/WPJ.09/KP.17/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor
Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan jfi
diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
2. Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) : 01.792.434.1-441.000

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Do

4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak”® Agustus 2003 dan

memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sen@iri, \dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang PribadiNatau Wajib Pajak Badan
sesuai dengan Undang-Undang PPh;

b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPM\dalatw’ hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh gsesuai dengan Undang-Undang PPh;

C. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagaisRefigusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahad Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN dén RPhBM:

d. melakukan pemungutan PPN dan/atau RPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah
dan Wajib Pajak Badan ditunjuk.sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN
dan PPnBM,;

e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam
Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean yang dilaksanakan s€suai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau

f.  melakukan pemoayardn»PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor
Perhutanan, PBBA\Se&kiSr Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sekitor Pertambangan
untuk Pengus@haah Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan
PBB Sektor'Lainpya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewgajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan

perundangsupdangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Bandung, 20 Agustus 2021
a.n. Kepala Kantor
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. I'I " Kepala Seksi Pelayanan
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Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



